BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Majelis Umum Perserikatan Bangsa — Bangsa telahyetejni konvensi
mengenai penghapusan segala.bentuk diskriminasadap perempuan sejak 18
Desember 1979. Wanita“di-Seluruh, dunia yang palakatnya memiliki kesetaraan
hak dengan laki = laki,"pada prakieknya masih meatddiskriminasi baik secara
mental maupun fisik. Hal tersebut tidak sejalan gaden kenvensi yang telah di
ratifikasi oleh 180 negara dengan lebih dari Semmbpuluh persen negara anggota
PBB menjadi peserta dalam konvensi pada 18 Maf5.20

Dengan menerima Konvensi; Negara berkomitmen umigllakukan serangkaian
tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadapepgruan dalam segala bentuknya,
termasuk; untuk. memasukkan. prinsip kesetaraanldékidan perempuan dalam
sistem hukum mereka; - menghapuskan semua-hukunindis&tif dan mengadopsi
yang tepat melarang diskriminasi terhadap perempuombentuk pengadilan dan
lembaga publik lainnya untuk menjamin perlindungamg efektif dari perempuan
dari diskriminasi, dan untuk memastikan penghapwsegala tindakan diskriminasi
terhadap perempuan oleh orang, organisasi atalsgiexan. Negara-negara yang

telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi sechukum terikat untuk

! Diakses dari http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW text Bahasa.pdf pada tanggal 27
Februari 2013 pukul 06.56 WIB
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menempatkan ketentuan tersebut dalam praktek. Mergda berkomitmen untuk
menyerahkan laporan nasional, setidaknya setiapateitghun, tentang langkah-
langkah yang telah mereka lakukan untuk memenukajiean perjanjian mereka.

Melihat betapa riskannya posisi perempuan dalanbdgai bidang, maka
konvensi CEDAW The Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Agains Womenhadir., sebagai salah satu instrument HAM.
Sebelumnya dalam badan PBB, telah berdiri-komisigaeai kedudukan perempuan
atau CSW Commission, on the Status of ‘Woineyang bertugas membuat
rekomendasi/dan laporan kepada Dewan Ekonomi dsialRBB seputar Hak Asasi
Perempuan dibidang politik, ‘ekonomi, sosial dan dpfkan, serta membuat
rekomendasi mengenai masalah — masalah mendesgkngaruntut perhatian segera
di bidang hak — hak perempuan. Namun berdirinya iKkptarsebut tidak serta merta
menghasilkaniinstrument hukum mengenai HAP yang unealkan wacana tentang
perlunya sebuah instrument hukum internasional yaegjamin HAP®

Dari 180 negara;-Indonesia merupakan salah satarmegang menyepakati
konvensi tersebut. Pemerintah menilai, bahwa kogiviemsebut tidak bertentangan
dengan Undang — Undang Dasar 1945, sehingga dalanpéefensi Sedunia
Dasawarsa Perserikatan Bangsa — Bangsa bagi Whrktapenhagen pada tanggal
29 Juli 1980 Indonesia menandatangani konvensliats Kemudian meratifikasinya

pada tanggal 24 juli 1984, melalui Undang — Und&m7 tahun 1984, tentang

? http://www.un.org diakses pada 28 Februari 2013 pukul 22.16 WIB
*Valentina Sagala dan Ellin Rozana. PERGULATAN FEMINISME dan HAM, Pojok 85, Institut
Perempuan, 2007, hal.11
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pengesahan konvensi mengenai penghapusan segalk loskriminasi terhadap
wanita?

Istilah diskriminasi dalam Konvensi Penghapusanae@entuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan atau CEDAWI¢ Convention on the Elimination of All Forms

of Discrimination Agains Womemrdjrumuskan dengan ;

“Setiap perbedaan, pengucillany:pembatasan, yabgali atas dasar jenis kelamin, yang
mempunyai pengaruh atau tujuan_untuk-mengurangii ateenghapus pengakuan, penikmatan
atau penggunaan hak — hak asasi manusia dan_keaebakebebasan pokok dibidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipil .atau:apapun lainngl@h_ perempuan, terlepas dari status

perkawinan mereka; atas dasar persamaan antara-d#ki danyperempuan:”

Masalah utama.yang menjadi obyek perlindungan, dafhawanita, yaitu
perlindungan kedudukan wanita dalam bidang potiak pekerjaan. Dalam bidang
ketenaga Kkerjaan, Indonesia telah memiliki bebengraturan perundangan yang
dimaksudkan untuk tercapainya hak — hak yang sdasmdasar persamaan antara
pria dan wanita,  khususnyaHak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia,
kebebasan untuk memilin profesi, pekerjaan dantipald hak atas imbalan,
tunjangan yang sama, termasuk perlakuan sama &ahadja yang bernilai sama,
jaminan sosial, kesehatan“dan-keselamatan kergngan pemutusan tenaga kerja
(PHK) atas dasar kehamilan atau status perkawmanhamil, pengadaan fasilitas
sosial, termasuk sarana penitipan anak, perlindukbasus terhadap pekerjaan yang

berbahaya selama hamil.

* Ujianto Singgih Prayitno, Wanita Dalam Pembangunan,Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,
Sekretariat Jenderal DPRRI, 1996, hal.1

> Dikutip dari http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/JP45.pdf pada tanggal 27 Februari 2013 pukul
7.50 WIB

® Op.Cit.hal 4
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Dalam Jurnal Perempuan, didapat data bahwa padaoya 46,01% Tenaga
Kerja Wanita (TKW) bekerja di sektor primer dan@®6 pada sektor tertier, namun
status pekerjaan terbanyak sebagai buruh sektormaf yaitu 54,82%, termasuk
menjadi pedagang kecil-kecilan, pekerja rumah tangghkan cukup banyak sebagai
pekerja keluarga tanpa upah. Kondisi buruh peremplugektor formal tidak selalu
lebih baik dari perempuan yang berkeeimpung disakformal. Buruh yang bekerja
di sektor industri (sektor-formal) dimana-.sejumlalk-hak perempuan telah
dilindungi melaluiUU No. 13/Tahun 2003 tentangeketgakerjaan, sebagian besar
perusahaan /hampir tidak memperhatikan masalah-amasgesifik yang dialami
buruh perempuan formal, seperti- cuti haid, cuti ahekan, tunjangan untuk
kehamilan dan menyusul, serta fasilitas tempattipam anak. Hal tersebut dianggap
menganggu produktivitas kerja perusahaan dan mebyehb biaya produksi besar.
Upah perempuan lebih rendah dari laki-laki karemal perempuan selalu dianggap
berstatus lajan§:

Kapitalisme misalnya yang tidak memperhitungkan dggn berdasarkan
persaingan bebas untuk memperoleh laba terbesaruiNdalam hal ini perempuan
telah lama di kebiri haknya untuk berpartisipasnyie dalam sistem kapitalisme

bukan karena jender perempuan, tetapi lebih kepadadimana perempuan tidak

” Diakses dari http://jurnalperempuan.com/2011/05/hak-hak-buruh-pekerja-
perempuan/?wpmp tp=2 pada tanggal 27 Februari 2013 pukul 7.50 WIB
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mampu meyetarakan produktifitasnya dengan lakiki karena atribut alamianya
seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, dan laitair. Maka dalam hal ini,
perempuan terdiskriminasi bukan karena jender micdai karena kenyataan bahwa
perempuan tidak seproduktif laki — laki dalam kboginya menghasilkan lafa.

Setiap tahun jumlah kekerasan dan kematian Tenaga Wanita (TKW) di luar
negeri semakin meningkat. Pada.tahun_2009 jumlasdgte kerja yang terkena kasus
kekerasan mencapai angka 5.314. Di urutan-pertal@ata kekerasan yang dialami
TKW di negara Malaysia yaitu sebesar 1.748. Setapf'kekerasan di negara Arab
Saudi sebesar 1.048, dan Yordania sebesar 1.0Q4dk dasus kematian yang
mencapai 1.018 ‘arang, negara yang paling besaradejugnlan TKW meninggal
adalah Malaysia - mencapai 687, selanjutnya Arab iSiermjan angka kematian 221,
dan Hongkong dengan jumlah 32 orang. Pada tahu@ 2@iuk kasus kematian
mencapai angka 1:075 orang. Sepanjang tahun 209gen2011, tercatat 4 (empat)
orang TKW yang disiksa sampai meninggal di negaaialia’

Pada tahun 2010, kasus kekerasan terhadap Tenagaltdonesia (TKI) yang
didominasi oleh perempuan mencapai 4.532 kasuskaitg diperoleh berdasarkan

laporan dari seluruh kedutaan besar RI di dunigalT@/arga Negara Indonesia

& Marselina Nope C.Y., Jerat Kapitalisme Atas Perempuan, RESIST BOOK, Yogyakarta,2005,hal. 74

o Bayu Galih dan Siti Rugoyah, Tiap Tahun, Kekerasan Terhadap TKW Meningkat, viva news, 28 Juni,
2011, http://us.m.news.viva.co.id/news/read/229833-tiap-tahun--kekerasan-terhadap-tkw-
meningkat
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(WNI) yang tinggal di luar negeri adalah 3.294.5b%ri jumlah tersebut, sebanyak
42 persen WNI tinggal di Malaysia dan sebanyakp&Bsen di Arab Saudi yang
sebagian besar dari mereka menjadi TKI. Jenis kgsmug menimpa TKI bermacam —
macam, namun yang paling banyak adalah terkaitnggiran kontrak, gaji yang
tidak dibayar, jam kerja dan beban kerja yang tikduai kontrak'®

Pada 9 November 2012, rakyatsIndonesia dikejutkibeh berita kasus perkosaan
terhadap buruh migransperempuan, Kali ini~burulgram perempuan asal Batang,
Jawa Tengah, yang mengalami perkosaan ‘oleh 3 (Ggaym polisi Malaysia.
Sepanjang Oktober 2011 hingga Oktober 2012, SdidaPerempuan menangani 37
kasus pelanggaran hak-hak Buruh Migran Perempudiekerja Rumah Tangga
(BMP-PRT), 2 (dua) kasus diantaranya adalah kasperkosaan.
Jumlah kasus tersebut belum termasuk angka kassslukéghan yang ditangani
oleh berbagai’pihak termasuk. LSM yang belum tganoleh media. Ironisnya,
tingginya jumlah ‘kasus kekerasan dan pelanggasmBMP-PRT tidak diiringi
dengan kecakapan pemerintah dalam merespon-kasusdeasebut. Atas terjadinya
kasus perkosaan BMP-PRT di Malaysia dan situasiane@MP-PRT terhadap
kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka, makdaB@s Perempuan dengan
tegas menuntut Pemerintah Rl dan DPR RI mempercppatbahasan RUU

Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RPPlidengan mengacu pada

10 Administrator, Dilaporkan 4.532 Kasus Kekerasan pada TKI di Tahun 2010, suara pembaruan, 3
Desember, 2010, http://www.suarapembaruan.com/home/dilaporkan-4532-kasus-kekerasan-pada-
tki-di-tahun-2010/1666

UPN " VETERAN' JAKARTA



prinsip-prinsip  perlindungan dan pendekatan hak siasamanusia
dan berperspektifgender, sebagaimana yang terkgndlalam Konvensi PBB 1990
Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran daggéta Keluarganya
(Konvensi Migran 1990) dan Rekomendasi Umum CEDA®hgenai Buruh Migran
Perempuan’

Optional Protocolkonvensi CEDAW.diadopsi majelis umum PBB pada ¢@hé
Oktober 1999, merupakan suatu_perjanjian_‘yang rgkégm CEDAW dengan
prosedur tambahan untuk menyelesaikan ‘pelanggaréd Haitu prosedur
komunikasi dan penyelidika®@ptional Protocol CEDAW inismerupakan kewajiban
pilihan, di mana hanya negara peserta CEDAW yapgtdaenandatanga@ptional
Protocol CEDAW. Sebelum hadirnya Optional Protocol CEDAVEnpgakan HAP

sepenuhnya tergantung dari kemauan negara untutksaslakan komitmennya.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia telah meratifikasi konvesi CEDAW sejak 4i 1984. Seperti yang
tertuang dalam pasal 11 konvensi CEDAW PBB bahvgarsee— negara peserta wajib
membuat peraturan — peraturan yang tepat untuk magog diskriminasi terhadap
perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin tegk -yang sama atas dasar

persamaan antara laki — laki dan perempuan. KemuBegaimana implementasi

" Diakses dari http://www.solidaritasperempuan.org pada 21 Maret 2013 pukul 09.00 WIB
2 valentina Sagala dan Ellin Rozana. PERGULATAN FEMINISME dan HAM, Pojok 85, Institut
Perempuan, 2007,hal.37
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CEDAW terhadap kesetaraan hak tenaga kerja buruh waita Indonesia di

Malaysia pada 2010 — 20127

1.3.Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisa peratifikasian konvensi CEDAW PB®/9 dalam
memenuhi hak tenaga kerja wanita. Indonesia
b. Secara spesifik menjawab pertanyaan penelitiaraitvega Indonesia

menangani kasus diskriminasi terhadap tenaga karjzh wanita

1.4.Manfaat Penelitian
a. Mengetahui bagaimana Indonesia mengimplementasikamfensi
CEDAW PBB 1979 yang telah di ratifikasi pada 24 1984
b. Menambah dan memperkaya bahan refrensi bagi akadedan
mahasiswa Hubungan Internasional dalam hal Polititernasional

khusunya mengenai konvensi CEDAW.

1.5.Tinjauan Pustaka

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadagmpelan telah lama
diperjuangkan. Dalam sejarah, CEDAW merupal®ii of Right for Women

komprehensif yang untuk pertama kalinya secara usdwumsengakui HAP. Seperti
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dalam buku “Pergulatan Feminisme dan HARIbahwa CEDAW hadir dengan
terobosan lain yaitu ketentuan tentafiymative action.

Affirmative action adalah hukum atau kebijakan yang mensyaratkan
dikenakannya pada kelompok tertentu pemberian kwgse dan keistimewaan
dalam kasus — kasus tertentu guna mencapai repmssg@ang lebih proposional
dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan bets@ertama kali digunakan
dalam konteksdiskriminasi rasial oleh Presiden AkaeSerikat john F Kennedy
dalam perintah Eksekutif No. 10925 pada tahun 19@at itu aksi afirmatif diambil
untuk menjamin  bahwa para pelamar dan pekerja ldipd@an tanpa
mempertimbangkan ras, warna kulit, agama, jenisarkigl, atau asal
kebangsaan.Dalam Pasal 4 CEDAW, selanjutnya peratuperaturan atau tindakan
— tindakan khusus tersebut tidak berlangsung setgaudan akan dihentikan ketika
telah tercapai persamaan hak antara laki — lakpeéa@mpuan.

Dalam buku “Indikator CEDAW untuk Asia Selatan: 8ab Prakarsa®
menjelaskan bahwa semua Negara yang tergabung GAHRC telah meratifikasi
CEDAW. Salah satu cara untuk memperkuat impleme@B®AW adalah dengan
mengembangkan indicator pemantauan yang dapat mémbatiap Negara untuk
menilai sendiri kemajuan mereka dan bekerja memgucapaian kewajiban —

kewajiban yang tercantum dalam CEDAW.

13 .

Lock.Cit
14 CEDAW, Indikator CEDAW Untuk Asia Selatan: Sebuah Prakarsa, Centre For Women’s Researc
(CENWOR), Sri Lanka, Agustus, 2004.
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Beberapa pekerjaan penting telah dilakukan UNIFE&VNork, dan dokumen
awal sudah dibuat untuk mengembangkan indicator AED Pengembangan
indicator regional mengenai CEDAW untuk dipertimplegin dan dipergunakan oleh
Negara anggota SAARC kapasitas pemerintah dan isegamon pemerintah untuk
bekerja sama dalam mengimplementassikan CEDAW.cdtali tersebut juga
menyediakan informasi penting tentang kemajuan yadgapai dalam
mengintegrasikan observasi akhir komite CEDAW kaaal prakrsa nasional.
Optional Protocol CEDAW yang telah diratifikasi bl@angladesh dan Sri lanka
merupakan prosedur pengaduan oleh individu, dimpelanggaran hak — hak
perempuan oleh Negara dapat diadukan langsungrkgekGEDAW.

Dalam buku “Wanita Dalam Pembangunanterdapat data mengenai tingkat
angkatan kerja wanita di tiap tahun yang kian Ibeltzhlebih cepat dari angkatan
kerja pria. Dilihat pada tahun 1980 — 1990, angkaterja pria bertambah 3,1 persen
sedangkan wanita 4,4 persen. Namun dengan dengangkatnya partisipasi kerja
wanita, ketimpangan-pasar kerja semakin terasaukUbpéberapa kategori, tingkat
pengangguran di kalangan wanita naik dari 2,3kguemenjadi 3,88 persen hal
tersebut lebih tinggi di banding tingkat penganggudi kalangan laki — laki yaitu
naik dari 1,43 persen menjadi 2,77 persen. Datelbert diambil pada tahun 1980 —

1990.

15 Ujianto Singgih Prayitno, Wanita Dalam Pembangunan,Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,
Sekretariat Jenderal DPR RI, 1996
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Yang membedakan beberapa tinjauan pustaka diatgaunlakripsi ini adalah,
penulis akan meneliti tentang implementasi CEDAWddap kesetaraan hak tenaga
kerja wanita Indonesia pada tahun 2010 — 2012, dnys tantang buruh wanita
beserta kendala — kendala yang di alami Indonesl@d mencapai kesetaraan hak

tenaga kerja wanita.

1.6.Kerangka Teori

Terkait erat dengan kasus yang diangkat dalam skiip, maka untuk
menjelaskan lebih lanjut mengenai implementasi CBD#&rhadap tenaga kerja
buruh wanita Indonesia digunakan teori, antara lain

1. Organisasi Internasional

2. Human Security

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

4. Kebijakan Luar Negeri

1. Organisasi Internasional

Menurut Daniel S.Cheever dan H.Field Haviland dgaaisasi internasional
adalah pengaturan bentuk kerjasama internasioma ggelembaga antara negara —
negara, umumnya berlandaskan satu persetujuan wiatsé melaksanakan fungsi —
fungsi yang member manfaat timbal balik melaluit@g@muan — pertemuan dan

kegiatan — kegiatan staf secara berkala.
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Perang Dunia | (PDI) memicu keinginan Negara — NKegantuk mulai
membicarakan tujuan bersama untuk mewujudkan pedaninternasional. Untuk
itu dibutuhkan suatu wadah dalam proses pelaksagaa makadibentuklah suatu
Liga yang merupakan suatu bentuk organisasi yakendl Liga Bangsa — Bangsa
(LBB). Namun ternyata kehadiran LBB ini tidak bégja efektif karena masing —
masing aktor yang terlibat didalamnya _berkeinginatuk lebih berkuasa sehingga
memicu konflik yang disebut Perang Dunia II'(PDII).

Setelah berakhirnya PD Il pada tanggal 25 Oktobdb1Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) pun hadir untuk menggantikan LBB. Réaelarnya, PBB merupakan
sebuah organisasi yang bertujuan sama dengan LB8ara, PBB bersifat lebih
mengikat secara_ struktural dan sebagai sebuah isagarinternasonal PBB lebih
memiliki peran _yang kemudian menjadi latar belakasehingga organisasi
internasional “memiliki. peran-dalam interaksi inssional. Salah satu tujuan PBB

seperti yang tercantum dalam Piagam PBB adalah:

“Mencapai._kerjasama internasional dalam~memecahkarsgalan — persoalan
internasional di lapangan ekonomi;-social, kebudmyjaatau yang bersifat kemanusiaan,
demikian pula dalam usaha — usaha 'memajukan damdoneng penghormatan terhadap hak
— hak asasi manusia dan kebebasan — kebebasan dagarsemua umat manusia tanpa
membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agdfa.”

Organisasi internasional meliputi nongovernmentgdanizations (NGOSs)
melalui kesepakatan antara negara baik secaradndikelompok internasional,

tetapi tidak dapat dibentuk oleh pemerintahan. NG@s transnational

1e Piagam PBB Bab 1, tujuan — tujuan dan prinsip — prinsip, pasal 1 nomor 3
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corporations (TNCs) adalah bagian sempurna daemsigolitik internasional.

Tapi mereka bukanlah organisasi internasiohal.

2. Human Security

Terdapat tujuh kategori yang termasuk dalam kondeaman Security yang

diperkenalkan oleh United Nations*Development Raog(UNDP) pada tahun 1994

dengan mengeluarkan Human Development Report .Kekgtegori tersebut yaitu :

Food security atau.keamanan pangan,

Health'security atau keamanan kesehatan,

Political security atau keamanan politik.

Economic security atau keamanan ekonomi

Community security atau keamanan komunitas

Environmental security atau keamanan lingkungargd®@l security atau

keamanan personal

Dari tujuh kategori tersebut, human_security mednilua komponen penting

yaitu freedom from feadanfreedom from wanfTeori human security tidak melihat

bagaimana menjaga keamanan manusia pada waktuntdersaja tetapi juga

bagaimana mempertahankan kondisi keamanan tersgfanthidup manusia tidak

terancam atau terlanggar hak-haknya.

7 ).Samuel Barkin, INTERNATIONAL ORGANIZATION, Theories and Institution, palgrave macmillan,
New York, 2006
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Terdapat argumen bahwa human security adalah apg gigebut dengan hal
alami atau aturan konsepsi hukum keamanan markesmaydian menjadi asumsi
liberal yang menjadi hak dasar individu untuk hiduperdeka, dan mengejar
kebahagiaan. Telah menjadi kewajiban masyarakatnasional untuk melindungi
dan mempromosikan hak (Alston 1992, Lauren 199&sM&1998). Human security
berarti perlindungan terhadap kebebasan dasavetarti perlindungan manusia dari
berbagai situasi yang tidak-nyaman. Menggunakatu quases untuk membangun
keberanian manusia dalam berpendapat,” ‘membentulemsigolitik, sosial,
lingkungan, ekenomi, militer dan budaya yang besanenjadikan manusia mampu

membangun pertahanan hakrifa.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekatapsetiap manusia di
manapun, Kkapanpun manusia itu berada tanpa mendredatatus dan
memandang siapa..manusia itu. Kemunculan konsep H#sdir bersamaan
dengan kesadaran umat manusia akan pentingnya kugngsenghormati, dan
mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh. Dakkembangannya, HAM
dapat dilihat dari dua periode yaitu pada sebellmIRian setelahnya. Sebelum

PD 1ll, HAM berkembang berdasarkan konteks NegardNegara tertentu.

¥ paul D.Williams,Security Studies an introduction, Routledge Taylor & Francis Group, New York,
2008, hal. 232

UPN " VETERAN' JAKARTA



15

Sebelum PD II, tercatat Magna Cartgang dilahirkan di Inggris pada tahun
1215. Magna Carta mampu menginspirasi menuju kel@balan persamaan
manusia.

Miller mengemukakan bahwa orang yang dibesarkaandglolitik Aglo —
Amerika kemungkinan akan beranggapan bahwa hakk-y&ag dituntut oleh
manusia tidak dapat direbut olehssiapapun. ketikaggunakan kata hak, maka
mengacu pada nilai = nilai khusus manusia‘yangridtggap sebagai sedemikian
fundamental pentingnya sehingga nilai — nilai tewséarus ditegakkan jika ingin
mewujudkan apa yang kita pandang sebagai aspiraspirasi terpenting kita
dalam tatanan nasionl.

Pada tanggal 10 Desember 1948, majelis umum PBEjehearkan Deklarasi
Universal HAM (DUHAM). Peristiwa ini dianggap selmgenanda babak baru
wacana HAM “internasional yang berkaitan dengan afakbhwa sebagai
instrument HAM, DUHAM hadir dalam _kerangka PBB pa$D Il. Hal tersebut
yang menjadi alasan tanggal 10 Desember. biasaimtjpdr sebagai hari HAM

sedunia.

19 Magna Carta atau dalam bahasa Latin berarti “Piagam Besar” adalah piagam yang dikeluarkan di
Inggris pada 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan
absolute. Piagam ini merupakan hasil dari perselisihan antara Paus dan Raja Joahn atas hak — hak
raja yang mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur
legal, dan untukmenerima bahwa hak raja dapat dibatasi oleh hukum.

% prof.Drs.Winarno Budi, MA, Phd, Isu — Isu Global Kontemporer, Centre for Academic Publishing
Service (CAPS),Yogyakarta,2011, hal.208
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4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau mendasdakan yang dibuat
oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadgara lain atau unit
politik internasional lainnya, dan dikendalikan wkitmencapai tujuan nasional
yang dituangkan dalam terminologi kepentingan mesjaneskipun kepentingan
nasional pada waktu tertentu_ditentukan oleh sjy@pey berkuasa saat itu. Untuk
memenuhi kepentingan nasional, negara “'maupun aldar negara tersebut
melakukan berbagaikerjasama bilateral, trilateegfional dan multilaterat:

Menurut'Rosenau, kebijakan luar negeri adalah ugaptu negara melalui
keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatsimemperoleh keuntungan
dari lingkungan eksternalnya. Menurutnya, kebijak&r negeri ditujukan untuk
memelihara dan mempertahankan kelangsungan hicip sagara. Lebih lanjut
jika mengkaji kebijakan luar negeri suatu negar&anakan berbiacara tentang
suatu yang kompleks, termasuk didalamnya kehidupternal dan eksternal
seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaanflikprkapabilitas, institusi dan
aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai daemmelihara identitas social,
hukum dan geografi suatu negara sebagai negaraafang

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri meliputi sartindakan serta aktivitas
negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upegraperoleh keuntungan

dari lingkungan tersebut, serta sadar akan berb&gadisi internal yang

*! DR.Anak Agung Banyu Perwita dan DR.Yayan Mochammad Yani, Pengantar [Imu Hubungan
internasional.PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal.49
22 .

Ibid
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menopang formulasi tindakan tersebut. SementaraoPterpendapat bahwa
kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkawatu nasional. Tujuan
nasional yang hendak dicapai melalui kebijakan loageri ini merupakan
formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkapentingan nasional
terhadap situasi internasional yang sedang bewdiaggsertgpoweryang dimiliki

untuk menjangkauny?.

1.7.Alur Pemikiran

Permasalahan Tenaga Kerja Wanita

4

Konvensi CEDAW PBB

d

Pasal 11 CEDAW di Indonesia

4

UU 39 Tahun 2004

g

MoU Indonesia - Malaysia

1.8.Asumsi
» Konvensi CEDAW PBB memberikan pondasi utama dalam

perkembangan HAM vyaitu lahirnya definisi yang jelasengenai

3 Ibid
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diskriminasi terhadap perempuan dan persamaan. ®EDWengatur
cakupan HAP dan kewajiban negara untuk menjamiwbaathAP tersebut
dapat terpenuhi.

Dalam bidang ketenaga kerjaan, Indonesia telah hkénfieberapa
peraturan perundangan yang dimaksudkan untuk t@rogsp hak — hak
yang sama atas dasar persamaan antara pria daa.wani

Optional ProtocolCEDAW merupakan suatu perjanjian yang melengkapi
CEDAW dengan prosedur tambahan untuk menyelesgiedanggaran
HAP yang merupakan kewajiban pilihan, di mana hanggara peserta

CEDAW yang dapat menandatanganinya

1.9.Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

1.9.2.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitétdrena penelitian ini
berupaya untuk menelusuri peraturan perundang -angah Indonesia
yang terkait dengan konvensi CEDAW dan bagaimatekganaan serta
kendalanya dalam memenuhi hak wanita Indonesiardséktor ketenaga
kerjaan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dannskdt yang didapat
melalui literatur-iteratur dari hasil riset sebelwa seperti buku, jurnal,

artikel ilmiah dan laporan-laporan resmi dari legéo@emerintahan.
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1.9.4.

Penelitian

BAB II.
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Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang editeh melalui
wawancara langsung, dan kementerian atau pemeamtgsmi. Selain
itu melakukan studi kepustakaan dan pencarianneteData yang ada
digunakan  untuk menjawab  pertanyaan penelitian a®eng
mengidentifikasi gagasan maupun ide-ide yang adlain literatur
tersebut untuk dijadikan suatu argumen.

Teknik Analisa Data

Data-data yang ada dianalisa menggunakan teorgaepanduan untuk
menginterpretasikan data-data yang telah ada urkeiudian disaring
lagi guna mendapatkan data yang bisa digunakansdanai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB |. Pendahuluan: Latar belakang masalah, ldentifikasi Masalahjudi dan

Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Teori, MetéWmelitian, dan Sistematika

Gambaran Umum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Incdnesia di
Malaysia

Menjelaskan gambaran wanita sebagai tenaga kegassamum
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2.1 Penjelasan Pasal 11 Konvensi CEDAW
Memberi gambaran singkat tentang isi pasal yardapat dalam konvensi
CEDAW dan menjabarkan pasal 11 dalam konvensi CEDgakg
digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

2.1.1.Sterotype Diskriminasi
Memberi gambaran tentang apa saja yang menjadilatatiskriminasi
untuk kemudian dapat melihat apakah yang dialamage kerja wanita
Indonesia di Malaysia dapat dikatakan sebagai kiékriminasi.

2.2. Tenaga Kerja Indonesia di Berbagai Negara
Memperlihatkan perbandingan jumlah TKI di sejumtedgara tujuan TKI

2.3. MoU Indonesia — Malaysia mengenai TKI
Menjelaskan salah satu bentuk kebijakan pemerifalonesia dalam
upaya mengentaskan kasus diskriminasi TKI khususvamita melalui
MoU antara Indonesia dengan Malaysia.

BAB Ill. Analisis implementasi pasal 11 konvensi CEDAW terhdap kesetaraan
hak pekerja buruh wanita.

3.1. Upaya Pengefektifan Pasal 11 CEDAW oleh Pemerintaimdonesia
Menjawab pertanyaan penelitian bagaimana pemerintationesia
mengimplementasikan pasal 11 konvensi CEDAW dalaengentas
permasalahan diskriminasi yang menimpa tenaga kejdta Indonesia

di Malaysia.
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3.2. Analisis Upaya Pengefektifan Pasal 11 CEDAW oleh Pemerintah
Indonesia
Menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah Indardzdam
menjalankan komitmennya terhadap konvensi CEDAWskbnya pasal
11 tentang tenaga kerja wanita agar dapat dilipakah upaya tersebut
efektif untuk mengatasi.persoalan diskriminasi yargnimpa tenaga
kerja wanita Indonesia di Malaysia.
3.3. Kendala
Menjelaskan apa saja kendala yang dialami pemérimaonesia dalam
melaksanakan kebijakan — kebijakannya terhadapKkhikisusnya wanita
di Malaysia
BAB IV. Kesimpulan dan Saran
Menyimpulkan penelitian tentang implementasi kosveGEDAW PBB
khususnya pasal 11 oleh pemerintah Indonesia teklsus tenaga kerja

wanita Indenesia di Malaysia periode 2010 sampaR20

UPN " VETERAN' JAKARTA





